KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SAWAHLUNTO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama
dilingkungan masing-masing;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018,
Indikator Kinerja Utama Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto tentang Indikator Kinerja Utama Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SAWAHLUNTO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2025.

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan

Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

diberikan tugas dan wewenang untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka
menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan
ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Sawahlunto.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun

2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
! A~SAWAHLUNTO

N




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2025



INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 | Terwujudnya rencana | Jumlah revisi yang dilakukan 24 kali
kerja dan anggaran |terhadap rencana kerja yang
yang efektif = dan | telah ditetapkan
efisien

2 | Terwujudnya Sistem | Persentase laporan monitoring 100%
Administrasi dan evaluasi yang akuntabel dan
Penyelenggaraan tepat waktu
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

3 | Terwujudnya Sistem | Pencapaian Target Kinerja yang 100%
Administrasi tercapai sesuai dengan perjanjian
Penyelenggaraan kinerja
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

4 | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja 75,90%
akuntabilitas kinerja | (SAKIP)

5 | Meningkatnya Persentase penyelesaian 100%
penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan
pertanggungjawaban | anggaran sesuai ketentuan
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan

6 | Terlaksananya sistem | Jumlah laporan sistem akuntansi | 14 Laporan
akuntansi dan | dan pelaporan keuangan yang
pelaporan keuangan diselesaikan tepat waktu

7 | Tersusunnya laporan | Jumlah laporan | 12 Laporan
pertanggungjawaban | pertanggungjawaban penggunaan
penggunaan anggaran | anggaran berbasis aplikasi yang

tepat waktu dan valid

8 | Terwujudnya Persentase barang milik negara 100%

pengelolaan  barang | yang dikelola sesuai dengan

milik negara sesuai

peraturan perundang-

peraturan perundang-undangan

yang berlaku




NO | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)
undangan yang
berlaku

9 | Terwujudnya Persentase sarana transportasi 100%
dukungan sarana dan | untuk mendukung kinerja satker
prasarana guna | yang berfungsi dengan baik
meningkatkan
kelancaran tugas KPU

10 | Meningkatnya Persentase arsip yang dikelola 100%
kualitas tata kelola | sesuai jadwal retensi arsip (JRA)
administrasi
persuratan dan
pengelolaan arsip

11 | Meningkatnya Persentase pengisian dan 100%
Akuntabilitas Kinerja | penyampaian Kartu Kendali SPIP
di Lingkungan KPU secara lengkap dan tepat waktu

12 | Tersusunnya Persentase keputusan KPU Kota 100%
keputusan KPU Kota | yang disusun dan sesuai dengan
sesuai kerangka | kerangka regulasi
regulasi

13 | Terlaksananya Persentase produk hukum yang 100%
pengelolaan dan | dikelola didokumentasikan dan
pelayanan informasi | disajikan sesuai peraturan
hukum perundang-undangan

14 | Terlaksananya Persentase sengketa hukum yang 98%
penyelesaian sengketa | dimenangkan
dan pelayanan
pertimbangan hukum

15 | Meningkatnya tertib | Persentase pegawai yang 100%
administrasi dan | mendapatkan layanan
pengelolaan sumber | kepegawaian secara tepat waktu
daya manusia dan akurat

16 | Pendidikan pemilih | Jumlah kegiatan “pendidikan | 12 Kegiatan
kepada  masyarakat | pemilih kepemiluan dan
umum demokrasi” untuk masyarakat

umum yang dilaksanakan oleh

KPU Kota




NO | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
17 | Meningkatnya Persentase permohonan 100%
kualitas layanan | informasi yang ditindaklanjuti
informasi dan data | melalui PPID sesuai dengan SOP
yang cepat serta
akurat
18 | Meningkatnya Persentase informasi dan 100%
kualitas layanan | publikasi non tahapan
informasi dan data | Pemilu/Pemilihan yang dimuat
yang cepat  serta | dilaman atau media sosial
akurat
19 | Terwujudnya Persentase pengaduan 100%
penyelenggaraan masyarakat yang ditindaklanjuti
pemerintahan  yang
bersih dan beribawa
(clean governance)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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ttd.

HAMDANI
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